
  

BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitina di atas, peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Saat ini subtansi Perkawinan bahkan Cerai di bawah tangan atau dengan kata 

lain perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat pana Pencatat Nikah baik di 

kantor agama KUA atau pada pengadilan agama, makin berkembang dan 

memang pada dasarnya alasannya kembali pada keharmonisan rumah tangga 

itu sendiri sebagaimana yang terjadi di Desa Pontolo Kabupaten Gorontalo 

Utara tersebut. Peneliti telah mewancarai Kepala Desa Pontolo guna 

kelengkapan data penelitian dan hasilnya ada beberapa kasus yang terjadi yang 

moftif perceraiannya hampir sama hanya saja berbeda pada keberadaan anak. 

Akibat hukum dari perceraian dibawah tangan khususnya di daerah 

penelitian yaitu di desa pontolo , menggambarkan bahwa pernikahan atau pun 

perceraiain dibawah tangan atau yang tidak tercatat dapat memberikan akibat 

hukum pada beberapa pihak, di antaranya pada pasangan suami dan istri dimana 

ketika mereka bercerai kemudian tidak di laporkan atau tidak melalui kantor 

agama maka akan mengakibatkan hambatan pada saat mereka akan menikah 

dengan pasangan lain. kemudian untuk pasangan yang melakukan perceraian 

dibawah tangan juga akan mengalami kesulitan dalam hal tanggungan anak, 

karena anak tidak akan mendapat hak atau pengakuan atas harta dari orang tua 
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yang berpisah dan tidak memeliki akta cerai sebagaimana kasus yang telah 

peneliti paparkan pada bab pembahasan. Oleh karenanya Masalah cerai di luar 

Pengadilan Agama atau yan sering disebut Perceraian Dibawah tangan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara tersebut 

tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam 

kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan 

bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka 

pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan 

hukum lainnya.  Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar 

Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang 

dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya proses 

perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa 

persidangan. 

5.2. Saran 

1. Hendaknya para pejabat Pengadilan Agama mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat, karena berdasarkan hasil survey penyusun selama ini belum ada 

sosialisasi dari pejabat Pengadilan Agama setempat. Sosialisasi sangatlah 

penting dalam mengenalakan masyarakat kepada sesuatu yang kurang bahkan 

tidak mereka ketahui. 

2. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat terutama pejabat Desa hendaknya 
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membantu kinerja para pejabat Pengadilan Agama, karena  pejabat  Desa 

adalah aparat yang terdekat dengan masyarakat Desa, diharapkan dengan 

keterlibatan para pejabat Desa masyarakat lebih  dapat  memahami  dan 

mentaati peraturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang Pengadilan 

Agama. Serta mengupayakan kepadapada diri masing-masing masyarakat  

untuk  memperkaya ilmu pengetahuan, salah satunya tidak malu bertanya  

kepada yang lebih paham tentang hukum. Diharapkan pula agar masyarakat 

lebih terbuka untuk menerima hukum Negara yang berlaku, tidak  hanya  

perpedoman kepada hukum Islam saja. Karena hukum diciptakan agar 

kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan  terarah. 
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